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Hidup menuntut kesadaran dalam menjalaninya. Hidup tidak sekedar menjalani rutinitas 

keseharian tanpa arah. Hidup yang bermakna harus mampu menjawab:  apa/mengapa, 

bagaimana, dan nilai manfaat dari hidup itu. Benar apa yang dikatakan seorang ahli filsafat 

Rene Descartes “karena saya berfikir, maka saya ada”. Inilah makna “kesadaran” yang 

disandang mahluk manusia dalam kehidupannya dibanding dengan mahluk lainnya. 

Manusia tidak pernah berhenti berfikir sepanjang “kesadarannya” masih menyatu dalam 

hidupnya. 

Manusia merasa bahagia manakala kebutuhan hidupnya terpenuhi secara seimbang 

lahiriah dan batiniah. Maslow (1943)3 membagi lima tingkat kebutuhan manusia, yaitu: 

Fisiologis, Keamanan, Dicintai dan Mencintai, penghargaan dan aktualisasi diri. Tingkatan 

kebutuhan itu relative dalam implementasinya tergantung siapa yang menjalani 

kebutuhan tersebut. Kebutuhan manusia secara hakiki dijamin secara konstitusional 

(Declaration of Human Rights), konstitusi negara RI (UUD 1945 yang terjabarkan dalam 

pasal-pasalnya), maupun dalam aturan turunannya seperti UU Nomor 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Manusia dalam suatu negara atau lebih dikenal dengan warga negara dalam perspektif 

kebijakan public merupakan bagian tak terpisahkan dalam menentukan arah 

pembangunan suatu negara. Warga negara merupakan salah satu actor penting dalam 

merumuskan kebijakan negara disamping aktor-aktor lainnya. Menurut Winarno (2016: 

9)4 aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan terdiri dari actor-aktor resmi dan 

actor-aktor tak resmi. Actor resmi yaitu lembaga legislative, lembaga eksekutif/presiden 

dan lembaga yudikatif dan agen-agen pemerintah/birokrasi. Sedangkan actor tak resmi 

meliputi kelompok-kelompok kepentingan salah satunya para warga negara individu yang 

tergabung dalam apa yang dinamakan gerakan civil society (lembaga-lembaga tertentu) 

yang mempunyai peran dalam merumuskan kebijakan. Suatu kebijakan tidak mungkin 

dirumuskan dalam ruangan yang hampa dan tanpa keterlibatan aktor-aktor penting 

dalam membicarakan hal-hal yang urgen untuk kepentingan public. 
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Kebijakan dan keterlibatan Publik  

Dalam pandangan Thomas R Dye (1975)5 kebijakan public dimaknai sebagai apapun yang 

dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Pernyataan ini tidak secara 

spesifik mengemukakan apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Apakah ketika 

pemerintah tidak melakukan atau diam sama sekali merupakan wujud suatu kebijakan 

atau pilihan yang terakhir? Tentunya tidak. Jika ada sesuatu yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk diikuti oleh masyarakat, maka masyarakat harus melakukannya, karena 

bagaimanapun pemerintah memiliki keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintah 

“sifat memaksa”. Sebaliknya jika ada tuntutan masyarakat, lalu pemerintah 

mendiamkannya maka itu adalah kebijakan pemerintah juga. Artinya pemerintah telah 

mengkaji dari berbagai hal untuk tidak melakukannya. 

Lain halnya yang dikatakan oleh Andersen (1975)6 bahwa kebijakan public merupakan 

arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau 

sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Actor disini bisa di 

level elit (top leader), dan midle juga di level staff. Actor dalam hal ini dituntut memiliki 

kompetensi dibidangnya sehingga menjadi problem solver yang handal untuk 

menyelesaikan setiap masalah. Kuncinya sinergitas team work dan kemampuan 

mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. 

Secara umum kebijakan public diidentikan dengan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan masalah pemerintah. Pemerintah dianggap yang memiliki otoritas dalam segala 

hal. Mulai dari perumusan  kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian atau evaluasi 

kebijakan. Seiring perkembangan waktu dan kajian ahli kebijakan public, maka masalah-

masalah dalam kebijakan public itu tidak lagi semata ranah pemerintah semata tetapi 

telah meluas hingga rakyat atau warga negara memiliki andil dalam proses kebijakan. 

Proses itu dimulai: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, 

implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (William Dunn (1995)7. 

 

Berbagai issue dalam Kebijakan Publik  

Awalnya yang menjadi konten dalam kebijakan public hanya berkisar pada tiga masalah 

utama, yaitu: 1) pertahanan; 2) hubungan luar negeri; dan 3) mempertahankan hukum 

dan ketertiban8. Seiring dengan perkembangan studi kebijakan public kontennya telah 

mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dan telah mencakup berbagai bidang, 

yaitu: 1) pendidikan,; 2) kesehatan; 3) perumahan; 4) pariwisata;  5) pertanian; 6) 
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industry; 7) perdagangan; dan 8) transportasi atau perhubungan. Luasnya konten studi 

kebijakan public memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut serta berperan dalam 

membicarakan kebijakan public disemua tingkatan. Setiap konten tersebut memunculkan 

berbagai issue yang mesti dicari akar masalahnya dan alternative pemecahannya. Akar 

masalah dan alternative pemecahan tidak semata didominasi oleh pemerintah sebagai 

pemegang kekuasan pemerintahan, tetapi perlu pelibatan berbagai elemen dalam 

masyarakat. 

Umumnya masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan public diperhadapkan pada 
dua hal, yaitu harus dilakukan secara procedural dan harus substantive (Theodore J. Lowi, 
1964).9 Prosedur merupakan langkah-langkah yang secara ketat dilalui agar terhindar dari 
penyimpangan dari kesalahan. Sementara secara substantive, kegiatan yang dilakukan 
tidak bergeser dari arah kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kenyataan yang 
terjadi, suatu kebijakan yang selalu menimbulkan masalah diakhir pelaksanaan kebijakan 
karena menyalahi prosedur dan substansinya. Oleh karena itu, agar setiap kebijakan dapat 
mencapai tujuan dan dapat terukur kinerja kebijakan tersebut, maka antara implementor 
kebijakan dan kelompok sasaran dipersyaratkan bisa membangun komunikasi yang saling 
memahami yang ditopang oleh ketersediaan sumber daya (SDM dan anggaran yang sesuai 
peruntukannya), sikap yang simpatik dan struktur birokrasi yang baik (Edwar III, 1980: 
10)10.  

 

Solidaritas Kebangsaan sebagai Spirit 

Suatu pertanyaan yang pernah menggema sekitar 137 tahun yang lalu di salah satu 
Perguruan Tinggi terkemuka di Perancis Universitas Sorbonne tepatnya tanggal 11 Maret 
1882 ketika seorang sejarawan, filusuf, filolog, dan sastrawan Perancis yang bernama 
“Ernest Renan” yang lahir 28 Februari 1823 dan meninggal tahun 1892. Ketika 
menyampaikan orasi ilmiahnya di depan civitas akademika Universitas Sorbonne 
mengajukan suatu pertanyaan: “What is a nation”. Dalam suatu tulisan yang 
diterjemahkan (Shidarta, 2016)11 Ernest Renan menjawab pertanyaannya sendiri dengan 
mengatakan: “Jadi, sebuah bangsa adalah solidaritas besar, yang dibentuk oleh kesadaran 
bahwa solidaritas merupakan suatu pengorbanan banyak orang dan kesediaan dari 
banyak orang untuk berkorban. Ernest Renan meninggalkan pesan yang sangat bermakna 
dalam konteks hidup berbangsa, bahwa solidaritas besar yang dititipkan oleh para 
pendahulu / founding fathers dan saat sekarang kita nikmati patut dijaga untuk kelanjutan 
hidup bersama sebagai suatu bangsa. Pesan klasik yang sering kita dengar “bangsa yang 
besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa para pahlawannya”. 

Ujian berat atas solidaritas besar saat ini adalah kecendrerungan untuk mencari-cari 
kesalahan orang lain, membenarkan yang salah, bahkan merasa bahagia dengan 
“menghalalkan segala cara” untuk kepentingan segelintir kelompok atau golongan 
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tertentu yang sifatnya sesaat. Moment-moment tertentu yang sifatnya 5 (lima tahunan) 
seperti: pilkada, pilpres, dan pileg atau hal lainnya merontokkan solidaritas besar itu. 
Sebaiknya moment-moment itu menjadi spirit dalam memperkokoh semangat 
kebangsaan demi mempertahankan amanah para pendahulu bangsa ini. 

Memang urusan solidaritas social berhubungan langsung dengan hati atau qalbu. Jika 
qalbu dijaga dan dihiasi dengan hal-hal positif, maka pasti qalbu itu tetap terjaga. 
Sebaliknya jika qalbu itu tidak dirawat bahkan dibiarkan mengikuti nafsu, maka merugilah 
sang pemilik qalbu itu.  

Kondisi saat ini terkesan bahwa solidaritas social seakan pupus karena kepentingan 
sesaat. Berbagai kasus yang menimpa bangsa ini tidak pernah berakhir, seperti: korupsi, 
narkoba, kerusakan lingkungan, penyakit social (LGBT) dan lain-lain seakan menjadi indah 
dan kebanggaan. Agama seakan tidak menjadi rujukan dan pedoman dalam bertingkah 
laku, bahkan agama dijadikan sebagai barang dagangan untuk kepentingan golongan 
tertentu. Nilai-nilai ketuhanan, keadaban, persatuan, musyawarah, dan nilai keadilan 
yang substansial termaktub dalam Pancasila perlu dilestarikan sebagai modal utama 
membangun bangsa kini dan mendatang. 

  



 

 

  



  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


